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Abstrak 

Latar Belakang: Pemerintah desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat secara aktual. Kolaboratif pemerintah dengan masyarakat merupakan hakekat dari 

penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi program berbasis pemberdayaan 

perempuan harus disertai partisipasi perempuan itu sendiri. Tidak diundangnya perempuan dalam 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, peserta pelatihan menjahit yang sedikit, serta 

banyaknya angka pernikahan dini, merupakan dampak dari kegiatan Pemerintah Desa Kepundungan 

yang tidak responsif gender. Tujuan: Mendeskripsi, menganalisis, dan menginterpretasi kualitas 

program desa ramah perempuan dan peduli anak di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Penelitian 

dilakukan di Desa Kepundungan Kecamatan Srono pada tahun 2023. Metode: Memakai prinsip 

kualitatif sesuai model konstruktif dan partisipatoris. Data primer dihasilkan dari wawancara, dan data 

sekunder dihasilkan dari hasil kajian studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan 

subtansi penelitian. Hasil: Sulitnya mencapai keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam Program 

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan karena partisipasi masyarakat 

perempuan yang minim dan Realitas kurang pahamnya aparatur Pemerintah Desa Kepundungan 

terhadap prinsip komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Simpulan: Pemberdayaan 

perempuan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan harus 

efektif walaupun defisit implementatif. 

Kata Kunci: Kualitas Implementasi, Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan 
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Abstract 

Background: The village government is the spearhead that has direct contact with the actual 

community. Collaboration between government and society is the essence of implementing 

sustainable development. Implementation of programs based on women's empowerment must be 

accompanied by the participation of women themselves. The non-invitation of women to Village 

Development Planning Meetings, the small number of participants in sewing training, and the high 

number of early marriages, are the impacts of the Kepundungan Village Government's activities which 

are not gender responsive. Objective: To describe, analyze and interpret the quality of women-friendly 

and child-care village programs in Kepundungan Village, Srono District. The research was conducted 

in Kepundungan Village, Srono District in 2023. Method: Using qualitative principles according to a 

constructive and participatory model. Primary data is generated from interviews, and secondary data 

is generated from the results of literature studies and various regulations relevant to the substance of 

the research. Results: It is difficult to achieve success in empowering women in the Women-Friendly 

and Child Care Village Program in Kepundungan Village due to the minimal participation of women 

in the community and the reality of the Kepundung Village Government apparatus' lack of 

understanding of the principles of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. 

Conclusion: Women's empowerment in the Women's Friendly and Child Care Village Program in 

Kepundungan Village must be effective despite the implementation deficit. 

Keywords: Quality of Implementation, Participation, Women's Empowerment 

 

PENDAHULUAN 

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses untuk menyadarkan dan 

membentuk kapasitas terhadap partisipasi perempuan seperti keleluasaan, pengawasaan 

dan pengambilan keputusan terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya.  

Pentingnya penyelenggaraan pemberdayaan perempuan karena ruang kesempatan 

yang dimiliki perempuan sangat terbatas. Setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Undang-Undang Dasar 1945). 

Akar masalah dari ketimpangan gender karena pemikiran jika posisi perempuan di 

bawah laki-laki. Untuk menghentikan masalah dan ketimpangan tersebut, prinsip SDGs 

point ke-5 menjelaskan bahwa mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 

perempuan adalah dengan memastikan prinsip tidak ada satu pun yang tertinggal.  

Pemberdayaan perempuan dapat menunjang transformasi dengan arah mencapai 

persamaan hak yang lebih luas sehingga perempuan dapat berdaya dalam pembangunan 

kapasitas diri dan kualitas hidup masyarakat.  
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Pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh masyarakat bertujuan untuk 

menghapus diskriminasi tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan 

golongan. Karena subtansi pemberdayaan mencakup pendidikan akan kontribusi positif 

dalam pengembangan individu perempuan. 

Desa Kepundungan yang secara administratif terletak di Kecamatan Srono merupakan 

bagian dari Kabupaten Banyuwangi.  

Desa dipimpin oleh kepala desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)  

Data Pemerintah Desa Kepundungan (2022) menjelaskan: Desa Kepundungan 

memiliki 3 wilayah administrasi berbentuk dusun: Dusun Kepundungan, Dusun Pekulo dan 

Dusun Sumberjo. Luas wilayahnya 6,26 km. Adapun penduduknya sejumlah 6.570 jiwa, yang 

terdiri: usia 0-7 tahun sejumlah 920 jiwa, 7-8 tahun sejumlah 1.321 jiwa, 18-56 tahun sejumlah 

2.971 jiwa, dan usia 56 tahun keatas sejumlah 1.358 jiwa.  

Pemerintah Desa Kepundungan bertanggung jawab dalam memenuhi hak asasi setiap 

orang tanpa adanya diskriminasi gender. Salah satunya adalah dengan memberikan 

pemberdayaan dan pembinaan yang akan memberi kontribusi positif  untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kapasitas diri perempuan.  

Fungsi pemerintah sebagai pihak regulator dan pengatur monopoli dalam 

pemerintahan wajib implementasi program secara akuntabilitas, responsif, transparan, adil, 

efektif dan efisien dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat (Priyanto, 2023) 

Hasil observasi menjelaskan perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam proses 

pembangunan. Hal tersebut tergambarkan dari tidak diundangnya perempuan dalam 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Selain itu, pemberdayaan yang 

diselenggarakan merupakan inisiatif Pemerintah Desa Kepundungan yang tidak sesuai 

dengan kepentingan perempuan.  

Peminat yang sedikit pada kegiatan pelatihan menjahit dan banyaknya pernikahan dini 

merupakan realitas tidak sesuainya program pemerintah dengan kebutuhan perempuan.  

Kinerja aparatur pemerintah yang tidak optimal dalam merespon kebutuhan dan 

keinginan masyarakat dapat membentuk kekecewaan masyarakat dan keacuhan pada 

program pemerintah. 

Implementasi kerja Pemerintah Desa Kepundungan dalam pemberian pelayanan atau 

pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal. Implementasi merupakan 
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tahap krusial dari ditetapkannya kebijakan (Priyanto & Noviana, 2023), bahkan jauh lebih 

penting daripada pembuatan kebijakan (Rosa, 2023). Sebab kebijakan yang tidak di 

implementasi akan sekedar berupa impian atau rencana. 

Pemerintah Desa Kepundungan perlu memahami prinsip responsif gender, yang 

merupakan suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan 

perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan (Peraturan Bupati 

Kabupaten Banyuwangi nomor 31 tahun 2022). 

Program kegiatan responsif gender oleh Pemerintah Desa Kepundungan bertujuan 

memberi kesejahteraan dan kesempatan peran yang merata bagi seluruh perempuan di 

Desa Kepundungan. Optimalisasi kinerja dan/atau komunikasi sejak perumusan, 

implementasi, maupun evaluasi merupakan hal subtantif dalam mencapai keberhasilan. 

Artikel ilmiah ini mengulas tentang kualitas implementasi Pemerintah Desa 

Kepundungan terhadap program desa ramah perempuan dan peduli anak. Analisis dan hasil 

di dapat dari hasil pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara 

deskriptif, komparatif, dan asosiatif.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan prinsip 

konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell dalam Madhania, 

2023). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas 

program desa ramah perempuan dan peduli anak di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. 

Penelitian dilakukan di Desa Kepundungan Kecamatan Srono pada tahun 2023. Data primer 

dihasilkan dari wawancara dengan informan yang ditetapkan berdasarkan purposive 

sampling; data sekunder dihasilkan dari studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan 

dengan subtansi penelitian. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis pada data 

kualitatif, sehingga peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan 

analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak  

Kebijakan merupakan instrumen pemerintahan yang memiliki tujuan tertentu. Tiap 

kebijakan publik berawal dari suatu isu atau masalah publik yang bersifat mendasar serta 

menyangkut banyak masyarakat.  

Meter dan Horn; Dye dan Edward III (dalam Priyanto, et al., 2021) menjelaskan 

kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh pemerintah 
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dalam menyelesaikan permasalahan publik, dengan memuat tujuan, nilai-nilai dan model 

implementasi. 

Pemerintah Desa Kepundungan merupakan ujung tombak yang terhubung langsung 

dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa tidak hanya menangani urusan 

kewenangan formal, tapi juga urusan kewenangan informal, baik adat, agama, dan 

sebagainya (Soekanto dalam Rahman, 2023). 

Kebijakan pemerintah harus di implementasi dengan baik, benar dan mendapat 

kepercayaan masyarakat (Hidayat, et al, 2023). Oleh karenanya sistem pengelolaannya harus 

responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan 

masyarakat.  

Implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu (atau 

kelompok) publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan 

dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini mencakup upaya yang hanya dilakukan 

sekali saja untuk mengubah keputusan menjadi operasional, serta upaya berkelanjutan 

untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan 

(Meter & Horn dalam Noviana & Priyanto, 2023). 

Hasil penelitian lapangan menjelaskan suatu upaya Pemerintah Desa Kepundungan 

untuk mempermudah, mengorganisir dan melaksanakan kebijakan terkait program Desa 

Ramah Perempuan dan Peduli Anak.  

Tujuan yang ingin di capai adalah memperkecil ketimpangan gender melalui peran 

aktif perempuan di berbagai bidang, sehingga terwujud model desa berperspektif gender 

yang menjamin kesejahteraan perempuan.  

Meski Pemerintah Desa Kepundungan telah berupaya mengentas kemiskinan melalui 

berbagai program sosial, tidak berarti bebas dari masalah. Realitasnya, program yang 

diselenggarakan masih belum efektif.  

Peneliti berpendapat, kurang efektif karena implementasinya tidak tepat sasaran, dan 

pembagian tugas dari tiap divisi dalam Pemerintah Desa Kepundungan, baik sumber daya 

pelaksana, keuangan serta sarana prasarana belum tertata dengan baik. 

Pemerintah Desa Kepundungan harus memahami bahwa tiap aparaturnya punya 

peran penting. Berbagai tuntutan secara struktural, seperti: norma, harapan, larangan, dan 

tanggung jawab, justru menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsi 

aparaturnya dalam implementasi program kerja yang diselenggarakan. 

Keberhasilan suatu program berpijak dari rencana komprehensif yang sudah 

menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu-kesatuan 

(Terry dalam Anjarwati, et al., 2023). 
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Patut dipahami bahwa tuntutan tanggung jawab Pemerintah Desa Kepundungan 

untuk memberikan pelayanan yang optimal serta dapat memberdayakan masyarakat 

perempuan, karena perempuan rentan akan diskriminasi gender, kerap berada pada garis 

kemiskinan, serta minim partisipasi dalam berbagai bidang. 

Implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui kegiatan 

pemberdayaan pada perempuan harus mencapai target keberhasilan. Dengan demikian 

kesejahteraan masyarakat Desa Kepundungan, khususnya perempuan, dapat terjamin dan 

berdampak pada peningkatan taraf hidup. 

 

Partisipasi Perempuan Dalam Program Pemberdayaan  

Undang-undang Dasar 1945 yang menjadikan partisipasi masyarakat sebagai hak 

dasar warga negara dan merupakan prinsip demokrasi. 

Pastisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh 

individu atau secara berkelompok. Keikut sertaan masyarakat secara aktif pada berbagai 

bentuk merupakan salah satu persyaratan utama dalam mencapai keberhasilan dalam 

pemerintahan.  

Hajar (dalam Tambaip, et al., 2023) menjelaskan bahwa partisipasi mengacu pada 

keterlibatan orang dalam mengidentifikasi masalah dan peluang di tengah masyarakat. 

Partisipasi masyarakt harus dengan cara dilibatkan pada berbagai tahapan, seperti: 

menerima dan menanggapi informasi, perencanaan, pelaksanaa, dan pengembangan, dan 

dapat berperan sebagai input dan output. 

Partisipasi bukanlah jargon pemerintahan. Mewujudkan partisipasi masyarakat harus 

diawali dengan gerakan progrsif Pemerintah Desa Kepundungan itu sendiri. Karena 

peningkatan kapasitas dan spirit masyarakat untuk partisipasi merupakan tujuan strategi 

pembangunan desa di berbagai aspek. 

Adisasmita (dalam Tambaip, et al., 2023) menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan 

perlu dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta 

mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif dan stabil.  

Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan serta implementasi 

pada program pemberdayaan perempuan merupakan hal penting. Pemerintah Desa 

Kepundungan harus optimal agar masyarakat mau berpartisipasi. 

Organisasi pemerintah adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, 

pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja orang-orang 

dalam suatu kelompok kerja (Dale dalam Noviana dan Priyanto, 2022). 
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Masyarakat perempuan cenderung pasif dalam pelaksanaan partisipasi. Sukesi (dalam 

Pratiwi et al, 2022) menjelaskan perilaku pasif disebabkan banyak kesenjangan gender di 

berbagai kegiatan.  

Kesenjangan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan akan 

menimbulkan ketertinggalan yang menyebabkan ketidak adilan berbasis gender, seperti sub 

ordinasi, diskriminasi dan tindak kekerasan pada perempuan.  

Besarnya populasi perempuan sebagai modal dasar perempuan untuk terlibat aktif di 

segala bidang. Perempuan punya potensi dan merupakan salah satu aspek kekuatan desa, 

utamanya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Penguasaan aset dan akses 

merupakan hal yang berkelanjutan.  

Tantangan yang harus disikapi secara positif adanya potensi yang dimiliki Desa 

Kepundungan namun belum dimanfaatkan keseluruhan oleh masyarakat perempuan karena 

terbatasannya.  

Pembangunan menuntut optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki sehingga 

dapat membangun kesejahteraan bagi masyarakat.  

Hasil penelitian menjelaskan Pemerintah Desa Kepundungan kurang responsif pada 

perempuan, sehingga kontribusi masyarakat perempuan kepala keluarga terhadap program 

yang diselenggarakan sangat minim. 

Pemerintah harus konsisten dalam mengentas permasalahan masyarakat, apalagi yang 

berdampak pada kemiskinan (Nana & Hary, 2023). Tindakan nyata yang dilakukan dengan 

cara mencukupi kepentingan masyarakat melalui kebijakan dan program yang bersifat 

langsung maupun tidak langsung (Noviana & Priyanto, 2023). 

Peneliti berpendapat bahwa keberhasialan implementasi program Desa Ramah 

Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan memerlukan dukungan kongkrit 

segenap elemen masyarakat, khususnya partisipasi para perempuan itu sendiri. 

Penting disampaiakna karena program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di 

Desa Kepundungan merupakan program yang mengintegrasikan perspektif gender dan 

pemenuhan hak anak, baik dalam penyelenggaraan pembangunan di desa, tata kelola 

pemerintah di desa, pembinaan, serta pemberdayaan perempuan dan anak di desa yang 

dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. 

Konsistensi Pemerintah Desa Kepundungan untuk melibatkan masyarakat dalam 

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan merupakan suatu 

keharusan. 
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Ketidak-percayaan masyarakat terhadap program pemerintah disebabkan tidak 

dilibatkannya masyarakat, adanya perilaku tidak adil, tidak berkualitas, hingga tidak beretika 

(Nadarsyah & Priyanto, 2022). 

Perempuan perlu dilibatkan pada berbagai program pemberdayaan sebagai sub 

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan. Dirasa penting 

karena program tersebut adalah kegiatan yang mengintegraasikan perspektif gender. 

Perempuan dibina, diberdayakan, punya andil dalam pembangunan di desa, dan kegiatan 

menuju perubahan yang positif lainnya.  

 

Analisis Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Desa Ramah Perempuan 

dan Peduli Anak  

Dalam menganalisis implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak 

di Desa Kepundungan, peneliti prinsip pada aspek Komunikasi, sumber daya, disposisi atau 

sikap, dan struktur birokrasi sebagaimana pemikiran George C. Edward III (1980). 

 

Bagan 1. 

Kerangka Pikir Pembentukan Kesejahteraan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: George C. Edward III (1980) 

 

Komunikasi. Edward III (dalam Utami et al., 2023), menjelaskan komunikasi berarti 

proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Sederhananya sebagai 

tindakan interaksi timbal balik antara dua orang atau lebih untuk mengirim dan menerima 

suatu informasi. Jika proses penyampaian informasi tidak akurat maka berdampak tidak 

tersampaikannya informasi secara benar.  

Peneliti berpendapat perlu ada suatu forum musyawarah agar pemerintah Desa 

Kepundungan sebagai komunikator dan masyarakat yang menjadi target sasaran yang 
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sekaligus menjadi penanggung jawab program dapat memahami informasi tujuan dari 

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara utuh dan benar.  

Dalam aspek ini, penanggung jawab merupakan pihak yang paling dekat dengan 

kelompok sasaran, dan dapat membantu pemerintah Desa Kepundungan melakukan 

komunikasi antar personal. Tiap anggota masyarakat yang menjadi penanggung jawab 

diberikan pelatihan, materi, dan alat penunjang yang diperlukan. 

Komunikasi yang jelas terkait Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di 

Desa Kepundungan dapat meminimalisir adanya kekeliruan informasi, meningkatnya 

partisipasi, dan keberhasilan program.  

Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga 

akan mengurangi distorsi implementasi (Subarsono, 2015). Pola komunikasi harus ramah, 

tidak diskriminatif, memberi kompensasi jika informasi yang diberikan tidak sesuai, dan 

masyarakat bisa memberi saran dan kritik (Cahyanti, et al., 2023).  

Komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Kepundungan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan pelaksanaan 

program tersebut, sekaligus sebagai bentuk transparansi pemerintah desa pada 

masyarakatnya.  

Pentingnya Pemerintah Desa Kepundungan melibatkan partisipasi masyarakat, agar 

perwakilan masyarakat yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab memahami fungsi 

komunikator dan menjangkau seluruh kelompok sasaran program.  

Sumber daya. Aspek Sumberdaya penting dalam implementasi kebijakan, karena 

berstatus sebagai media dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Edward III (dalam Yuanita et al, 2022), menjelaskan jika pendekatan sumber daya 

merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi karena terdapat indikator 

yang mempengaruhi: staf, informasi, wewenang dan fasilitas. 

Goggin, et al (dalam Royatul, et al., 2023), menjelaskan besarnya penyediaan sumber 

daya dapat mempercepat implementasi. 

Pencukupa Sumber daya berkaitan dengan kuantitas dan kualitas aparatur dan pihak 

lain yang terlibat, kesediaan anggaran yang relevan dan memadai, dan dukungan fasilitas 

seperti bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan. 

Peneliti berpendapat, kecukupan sumber daya untuk Program Desa Ramah 

Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan bersifat subtantif. Jika Pemerintah Desa 

Kepundungan tidak mampu mencukupinya, maka implementasi Program Desa Ramah 

Perempuan dan Peduli Anak tidak akan optimal.  
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Kualitas sumber daya merupakan hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan dan program pemberdayaan perempuan. Kualitas yang baik akan memudahkan 

pelaksanaan, sehingga program dapat berjalan optimal.  

Pemerintah Desa Kepundungan perlu memenuhi aspek sumberdaya dengan seluruh 

variabelnya secara kuantitas, sehingga sesuaik dengan kebutuhan imlementasi program 

pemberdayaan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.  

Berdasarkan realitas minim minat perempuan dalam program pemberdayaan, maka 

Pemerintah Desa Kepundungan perlu meninjau kebutuhan dalam pelaksanaan program 

tersebut. Dengan peninjauan secara detail akan didapati akan menemukan kebutuhan yang 

yang tidak disediakan.  

Kompetensi sumber daya aparatur sebagai implementor merupakan aspek penting. 

Tanpa implementor yang berkompeten, implementasi program sulit mencapai tujuan yang 

diharapkan, bahkan cenderung terjadi penyimpangan. 

 Pemerintah Desa Kepundungan perlu melakukan koreksi pada penyediaan fasilitas, 

baik sarana maupun prasarana. Dengan demikian akan terjawab, apakah keterbatasan atau 

kurangnya fasilitas menjadi alasan masyarakat perempuan kepala keluarga untuk tidak 

terlibat dalam kegiatan pelatihan. 

Dukungan sumber daya yang sesuai dapat menjadi daya dorong masyarakat untuk 

terlibat dalam penyelenggaraan program pemberdayaan.  

Disposisi. Merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, karena berkaitan 

dengan sikap pelaksana. Edward III (dalam Subarsono, 2015) menjelaskan disposisi sebagai 

watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor: komitmen, kejujuran, dan sifat 

Demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementasi 

kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. 

Peneliti berpendapat, Jika Pemerintah Desa Kepundungan ingin implementasi 

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak berhasil secara efektif, maka aparturnya 

tidak sekedar mengetahui, tapi punya kemampuan dalam implementasi.  

Realitas tidak dilibatkannya perempuan dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa, minim minat perempuan dalam pelatihan menjahit yang sedikit, serta 

banyaknya angka pernikahan dini merupakan dampak dari disposisi. 

Edward III (dalam Utami, et al., 2023), menjelaskan kecenderungan atau disposisi 

memiliki konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Berdasarkan hal 

tersebut, kesungguhan dan komitmen implementor untuk melibatkan masyarakat 

perempuan dapat meminimalisir kegagalan.  
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Pendidikan karakter dan penyamaan persepsi terhadap seluruh jajaran Pemerintah 

Desa Kepundungan dan seluruh implementor Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli 

Anak merupakan bentuk penyamaan pemahaman terhadap implementasi kebijakan dan 

tujuan program.  

Membangun kesepahaman dapat dilakukan melalui forum rapat kerja dan koordinasi 

antara pemerintah Desa Kepundungan dengan segenap implementor, khususnya 

keterlibatan masyarakat perempuan kepala keluarga sebagai ujung tombak dari program 

yang diselenggarakan. 

Priyanto, et al., (2021) berpendapat diperlukan pengawasan dan evaluasi secara 

komprehensif. Karena kebijakan, masyarakat sasaran, prosedur, metode, dan anggaran 

merupakan aspek yang saling terkait pada tiap program.  

Evaluasi berkala terhadap hal-hal terkait implementasi program dapat menjadi sarana 

kontrol perilaku implementor dalam melakukan penyimpangan.  

Pentingnya rutinitas melalui forum musyawarah agar semua komponen yang terlibat 

bisa saling bertukar pendapat dan pengalaman, sehingga saling mengetahui kendala yang 

terjadi di lapangan, dan menemukan solusi stategis. 

Stuktur birokrasi. Aspek ini mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan proses yang cukup komplek yang membutuhkan 

kerjasama birokrasi yang kuat dan kondusif. 

Edward III (dalam Subarsono, 2015) menyebut tidak efektifnya implementasi kebijakan 

bisa jadi karena ketidak efisienan struktur birokrasi. 

Struktur Birokrasi yang tidak efektif, efisien, dan terlalu panjang akan cenderung 

melemahkan pengawasan yang selanjutnya menghasilkan prosedur birokrasi yang rumit 

sehingga aktifitas organisasi tidak fleksibel.  

Meskipun sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijkaan tersedia, atau para 

pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya, dan mempunyai keinginan untuk 

melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tidak akan terlaksana karena 

terdapat kelemahan struktur birokrasi (Edward III dalam Hidayat, 2021). 

Peneliti berpendapat, Pemerintah Desa Kepundungan perlu meninjau struktur pada 

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Realitas berbelit-belit kepesertaan pada 

program yang diselenggarakan menjadi penyebab minim partisipasi masyarakat 

perempuan.   

Terdapat 2 karakteristik yang mendukung aspek struktur birokrasi, yaitu: Standar 

Operasional Prosedur dan fragmentasi.  
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Standar Operasional Prosedur merupakan kumpulan kerangka kerja, sehingga menjadi 

penunjang implementor Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak untuk tidak 

keluar dari standar kerja yang telah ditetapkan.  

Kurangnya berkualitasnya aparatur pemerintah dalam memahami dan melaksanakan 

Standar Operasional Prosedur tidak hanya menghambat perkembangan individu, tetapi 

juga mengganggu program-program yang diselenggarakan (Nadarsyah & Priyanto, 2023).  

Keberadaan struktur birokrasi yang baik dan memadai, serta kepatuhan pada Standar 

Operasional Prosedur berdampak pada keberhasilan implementasi.  

Fragmentasi merupakan pemecahan dan penyebaran tanggung jawab kebijakan yang 

terbagi pada beberapa lembaga atau badan yang berbeda sehingga diharuskan adanya 

koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.  

Fragmentasi dapat menyempitkan pandangan aparatur dalam implementasi tugasnya 

sehingga memicu terjadinya ketidak efektifan pelaksanaan kebijakan hingga disfungsional 

aparatur. 

Tugas dan tanggung jawab aparatur Pemerintah Desa Kepundungan yang tersebar 

memungkinkan lambannya koordinasi yang menjadi hal pokok dalam implementasi 

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, sehingga berdampak pada tingkat 

keberhasilan. 

Tugas pokok dan fungsi struktur harus di implementasi dengan baik. Teknisnya dengan 

mempedomani Standar Operasional Prosedur, yang merupakan petunjuk bagi struktur 

Pemerintah Desa Kepundungan sebagai implementor Program Desa Ramah Perempuan 

dan Peduli Anak di Desa Kepundungan.  

Peneliti meyakini, perubahan positif dapat terwujud jika pemberdayaan perempuan 

dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di implementasi secara benar oleh 

struktur Pemerintah Desa Kepundungan, dan adanya partisipasi masyarakat perempuan. 

 

SIMPULAN 

Sulitnya mencapai keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam Program Desa 

Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kepundungan karena partisipasi masyarakat 

perempuan yang minim. Realitas aparatur Pemerintah Desa Kepundungan yang tidak 

berkomunikasi intensif, kualitas sumber daya yang tidak maksimal, adanya perilaku acuh 

aparatur, dan tidak pahamya terhadap Standar Operasional Prosedur merupakan kendala 

utama.   
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